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RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa penyalahgunaan narkotika di
Indonesia tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan
kesehatan, sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika sebenarnya telah memberikan ruang bagi rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban
penyalahgunaan narkotika. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pendekatan
pemidanaan penjara masih lebih dominan dibandingkan pendekatan pemulihan.
Kondisi tersebut menyebabkan penyalahguna narkotika sering diposisikan sama
dengan pelaku peredaran gelap, padahal karakter perbuatannya berbeda dan
membutuhkan respons hukum yang berbeda pula.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pendekatan rehabilitatif
terhadap penyalahguna narkotika dalam kebijakan hukum pidana narkotika di
Indonesia serta mengkaji arah pengaturan ke depan bagi penyalahguna narkotika
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 apabila ditinjau dari perspektif
hukum pidana progresif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk
memperoleh argumentasi hukum yang preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif telah memiliki dasar
normatif melalui Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diperkuat dengan berbagai aturan
pelaksana, seperti ketentuan wajib lapor, institusi penerima wajib lapor, rehabilitasi
berkelanjutan, pedoman Mahkamah Agung, peraturan bersama, dan pedoman
internal Kejaksaan. Secara konseptual, rehabilitasi merupakan bagian dari sistem
sanksi tindakan dalam kerangka double track system. Rehabilitasi tidak berarti
menghapus pertanggungjawaban hukum, tetapi memberikan respons yang lebih
proporsional bagi penyalahguna yang terbukti menggunakan narkotika untuk diri
sendiri dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap.



Meskipun demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai
hambatan. Hambatan tersebut antara lain adanya ketegangan antara norma
kriminalisasi dengan norma pemulihan, kesulitan membedakan penyalahguna
dengan pengedar, belum optimalnya asesmen terpadu, perbedaan paradigma aparat
penegak hukum, Kketerbatasan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial terhadap
penyalahguna, serta lemahnya integrasi data dan pengawasan pascarehabilitasi.
Akibatnya, rehabilitasi belum sepenuhnya menjadi orientasi utama dalam
penanganan penyalahguna narkotika.

Dari perspektif hukum pidana progresif, pengaturan ke depan perlu diarahkan pada
model yang lebih manusiawi, proporsional, dan berorientasi pemulihan.
Penyalahguna narkotika untuk diri sendiri tidak semestinya disamakan dengan
bandar, pengedar, kurir, atau pelaku jaringan gelap. Oleh karena itu, rehabilitasi,
depenalisasi terbatas, diversi pemidanaan, asesmen terpadu, wajib lapor,
pengawasan, dan pemulihan sosial perlu ditempatkan sebagai instrumen utama.
Pidana penjara seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir apabila
penyalahguna terbukti terlibat dalam peredaran gelap, mengulangi perbuatannya
secara serius, atau menolak menjalani proses pemulihan.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana narkotika perlu dilakukan melalui
reformulasi norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya
terhadap ketentuan yang mengatur penyalahguna, pecandu, korban
penyalahgunaan, rehabilitasi, dan pemidanaan. Pembaruan tersebut harus
mempertegas pemisahan antara penyalahguna dan pengedar, menjadikan asesmen
terpadu sebagai dasar objektif sejak tahap penyidikan, memperluas akses
rehabilitasi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta membangun sistem
pengawasan pascarehabilitasi. Arah tersebut sejalan dengan hukum pidana
progresif karena menempatkan hukum sebagai sarana untuk memulihkan manusia,
melindungi masyarakat, dan mewujudkan keadilan substantif.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Pendekatan Rehabilitatif, Penyalahguna Narkotika, Hukum Pidana
Progresif, Rehabilitasi, Kebijakan Hukum Pidana.

Penelitian ini berjudul “Integrasi Pendekatan Rehabilitatif dalam Kebijakan
Penegakan Hukum Narkotika Perspektif Hukum Pidana Progresif”. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh masih dominannya pendekatan pemidanaan penjara terhadap
penyalahguna narkotika, padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika telah memberikan ruang bagi rehabilitasi medis dan sosial. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pendekatan rehabilitatif terhadap
penyalahguna narkotika dalam kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia dan
bagaimana pengaturan ke depan bagi penyalahguna narkotika ditinjau dari
perspektif hukum pidana progresif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif telah
memiliki dasar hukum melalui Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127
Undang-Undang Narkotika serta beberapa peraturan pelaksana. Namun,
penerapannya masih belum optimal karena adanya ketegangan antara norma
pemidanaan dan norma pemulihan, belum kuatnya asesmen terpadu, keterbatasan
fasilitas rehabilitasi, dan perbedaan paradigma aparat penegak hukum. Dari
perspektif hukum pidana progresif, pengaturan ke depan perlu diarahkan pada
pemisahan yang tegas antara penyalahguna dan pengedar, penguatan rehabilitasi
sebagai respons utama, depenalisasi terbatas, diversi pemidanaan, serta penempatan
pidana penjara sebagai upaya terakhir. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana
narkotika perlu bergerak dari orientasi represif menuju pendekatan yang lebih
humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.
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ABSTRACT

Keywords: Rehabilitative Approach, Narcotics Abusers, Progressive Criminal
Law, Rehabilitation, Criminal Law Policy.

This thesis is entitled “Integration of a Rehabilitative Approach in Narcotics Law
Enforcement Policy from the Perspective of Progressive Criminal Law”. This
research is motivated by the continued dominance of imprisonment in handling
narcotics abusers, although Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has
provided a legal basis for medical and social rehabilitation. The research problems
are how the rehabilitative approach toward narcotics abusers is regulated in
Indonesian narcotics criminal law policy and how future regulation for narcotics
abusers should be formulated from the perspective of progressive criminal law.
This research uses normative legal research with statutory and conceptual
approaches. The results show that the rehabilitative approach has a legal basis in
Articles 54, 55, 103, and 127 of the Narcotics Law and several implementing
regulations. However, its implementation remains ineffective due to tension
between punitive norms and recovery-oriented norms, the weak implementation of
integrated assessment, limited rehabilitation facilities, and different paradigms
among law enforcement officers. From the perspective of progressive criminal law,
future regulation should be directed toward a clear distinction between narcotics
abusers and illicit traffickers, strengthening rehabilitation as the primary legal
response, limited depenalization, diversion of punishment, and placing
imprisonment as a last resort. Therefore, narcotics criminal law policy should shift
from a repressive orientation toward a more humane, proportional, and recovery-
oriented approach.
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